ABSTRAK

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah efektivitas organisasi pada Kantor Pertanahan di Wilayah Bandung Raya rendah. Hal tersebut diduga karena implementasi kebijakan dan kompetensi pegawai yang belum berjalan secara optimal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai upaya mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket, hal ini dimaksukan untuk menguji jawaban rasional sehingga dapat menjelaskan fenomena yang menjadi masalah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan implementasi kebijakan dan kompetensi pegawai sangat besar pengaruhnya dan signifikan terhadap efektivitas organisasi pada Kantor Pertanahan di Wilayah Bandung Raya yaitu sebesar 76% sedangkan epsilonnya 24%. Hal ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan dan kompetensi pegawai yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Wilayah Bandung Raya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, sehingga mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi.

Secara parsial implementasi kebijakan memberikan pengaruh besar dan signifikan terhadap efektivitas organisasi pada Kantor Pertanahan di Wilayah Bandung Raya sebesar 41%. Adapun dimensi Implementasi kebijakan yang pengaruhnya paling besar sampai terkecil terhadap kinerja pegawai secara berurutan adalah dimensi ciri-ciri/sifat badan/instansi pelaksana 21%, sumber-sumber kebijakan 6%, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana 6%, lingkungan eksospol 4%, ukuran dan tujuan kebijakan 3% dan sikap para pelaksana 1%. Sedangkan kompetensi pegawai memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan implementasi kebijakan terhadap efektivitas organisasi yaitu 35%. Adapun dimensi yang pengaruhnya paling besar sampai terkecil terhadap efektivitas organisasi secara berurutan adalah dimensi pengetahuan 11%, kecakapan sosial 10%, keterampilan 9% dan kecakapan melaksanakan tugas 5%.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan dan kompetensi pegawai secara empirik memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi pada Kantor Pertanahan di Wilayah Bandung Raya, baik secara simultan maupun parsial. Hal ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan dan kompetensi pegawai secara umum belum sepenuhnya didasarkan pada dimensi implementasi kebijakan dan dimensi kompetensi pegawai
ABSTRACT

The main problem in this study is the affectivity of organization in land affairs office all of Bandung is low. It thought to have been cause by implementation of employee’s policy and competence has not been implemented optimally.
The method used is descriptive analysis as the effort to collect information from respondent by using questionnaire. This is aimed to test rational answer so that it can explain the problem.

The result shows that the simultaneously implementation of employee’s policy and competence gives big and significant influence toward the affectivity of organization in land affair office with the percentage of 76 and epsilon 24. This means the employee’s policy and competence has not been implemented optimally so that it gives influence toward the affectivity of organization.
Partially, the implementation of employee’s policy gives big and significant influence toward the affectivity of organization in land affair office of Bandung with 41%. The dimensions of policy implementation from the biggest until the smallest influence are characteristics of agency/institute with 21%, the source of policy 6%, communication between each related organization and implementer activity 6%, economic, social and politics environment 4%, standard and goal of policy 3% and implementer’s attitude 1%. Meanwhile, implementation of employee’s competence gives smaller influence than employee’s policy with 35%. The dimensions of employee’s competence from the biggest until the smallest influence are knowledge 11%, social ability 10%, skill 9% and the ability to implement the task 5%.

The conclusion is that the implementation of employee’s policy and competence empirically gives contribution toward the improvement of organizationa affectivity in land affair office all of Bandung, both partially and simultaneously. This shows that the implementation of employee’s policy and competence generally has not been fully implemented based on the dimensions of employee’s policy and competence implementation. 
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